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ABSTRACT
This paper discusses the implementation of the Ujian Nasional (UN) in terms of internal control. Reviewing the implementation of the UN 2013 from the achievement of the purposes of the application of control systems because the UN in 2013 has gotten a bad image on the implementation. Also examines the efforts of the government in making changes in implementation of the UN Model 2014, an effort to improve the quality of national education. This paper written based on the review of documents and literature related to control systems and procedures for implementation of UN
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PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kemakmuran suatu negara. Karena pertumbuhan dan perkembangan di suatu negara dapat dilihat dari bagaimana tingkat kemajuan pendidikannya. Pemerintahan Indonesia sendiri telah menyatakan pentingnya pendidikan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Serta setiap warga negara wajib menempuh pendidikan dasar dan negara wajib menanggung biayanya. Maka dapat dilihat bahwa pemerintah telah melihat dunia pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting.
Banyak usaha dilakukan pemerintah yang berfokus meningkatkan kualitas di bidang pendidikan. Diantaranya menyelenggarakan Ujian Nasional (UN). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 tahun 2013 menyatakan bahwa Ujian Nasional (UN) merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kelulusan bagi peserta didik secara nasional pada mata pelajaran tertentu yang masih dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Ujian tersebut merupakan tahapan yang harus dilalui untuk menentukan lulus atau tidaknya peserta didik dalam menempuh pendidikan di tingkat menengah pertama dan menengah keatas. UN diharapkan dapat meningkatkan standar mutu pendidikan serta adanya pemerataan standar mutu pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. 
Namun, penyelenggaraan UN mengalami banyak pro dan kontra. Ada kalangan yang beranggapan bahwa UN merupakan alat ukur kelulusan yang tidak adil. Dengan alasan masih belum meratanya fasilitas pendidikan di setiap sekolah namun diuji dengan menggunakan alat ukur yang sama rata. Ditambah pelaksanaan UN di tahun 2013 yang dianggap gagal  dan mendapat citra negatif, yang diantaranya, disinyalir ada kebocoran soal dan jawaban ujian, terlambatnya distribusi soal ujian pada 11 provinsi, lemahnya pengawasan saat ujian berlangsung dibeberapa sekolah sehingga siswa dapat mencontek, pelaksanaan UN yang telah merugikan uang negara, dan lain sebagainya. Hal tersebut dimungkinkan masih lemahnya pengendalian dan pengawasan internal dalam pelaksanaan UN. Hal dapat dijadikan motif kalangan pengkritisi untuk alasan menghapus UN dari sistem evaluasi pendidikan negara. 
Di sisi yang mendukung, UN tidak hanya digunakan sebagai alat pemetaan, tapi juga sebagai seleksi, kelulusan, serta pembinaan secara berkesinambungan dan menyeluruh bagi peserta didik. Dengan dasar pengukuran menggunakan standar yang sama maka akan dapat diketahui sekolah yang memiliki kualitas yang baik dan tidak, maka dapat dilakukan pembenahan maupun bantuan perbaikan mutu pendidikan. Ditiadakan UN menurut wakil menteri agama Nasarudin Umar maka akan menyebabkan ketimpangan karena tidak bisa memetakan kemampuan belajar siswa maka hal tersebut akan menyebabkan fitnah bila pemerintah kurang memperhatikan pendidikan (Kompas.com).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) akan tetap melaksanakan UN sebagai alat evaluasi hasil dari sistem pendidikan yang. Dengan alasan bahwa UN merupakan alat untuk menjalanakan amanat dari negara untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. UN digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur kemampuan siswa dari tiap mata pelajaran yang diurai menjadi kompetensi. Paper ini akan mengkaji hasil pelaksanaan UN 2013 dan persiapan serta upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh Mendikbud untuk mengatasi permasalahan UN berikutnya yang didasarkan pada telaah dokumen-dokumen dan literatur terkait, dari sudut pandang konsep sistem pengendalian internal yang baik.
KERANGKA TEORITIS
Sistem Pengendalian Internal
Pengertian
Bodnar dan Hopwood (2006:129) menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah suatu rancangan dari proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, maupun personel lain untuk memberikan jaminan masuk akal yang mengacu dengan tercapainya tujuan berikut:  
1. reliabilitas pelaporan keuangan;
2. efektivitas dan efisiensi;
3. kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang berlaku.
Sistem pengendalian internal di dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 (PP No. 60 th 2008) yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan: 
“ Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.
Dari pengertian diatas maka pengendalian internal digunakan untuk mengurangi potensi kerugian finansial organisasi terhadap suatu risiko untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Potensi kerugian tersebut dapat disebabkan secara tidak sengaja seperti penerapan sistem yang kurang tepat ataupun tidak akuratanya pencatatan akuntansi maupun sebab secara sengaja seperti tindak kecurangan manajemen dan pencurian.
Konsep Pengendalian Internal
Bodnar dan Hopwood (2006:129) menyatakan, proses pengendalian internal memiliki suatu konsep yang terdiri dari dua premis utama, yaitu: 
1. Pertama, tanggung jawab yang dimiliki oleh manajemen dan dewan direksi atas perancangan dan pemeliharaan proses pengendalian internal. Bentuk tanggung jawab bisa saja didelegasikan kepada bawahan maupun pihak lain, namun tanggung jawab utama terhadap pengendalian tetap berada pada manajemen tingkat atas.
2. Premis kedua, jaminan yang masuk akal berhubungan dengan relativitas biaya dan manfaat pengendalian. Harus ada perbandingan yang seimbang antara biaya yang dikeluarkan oleh manajemen dengan manfaat yang didapatkan,  tidak seharusnya biaya yang dikeluarkan terlalu banyak untuk memperoleh manfaat sedikit.
Romeney dan Steinbart  (2006:229) mengatakan struktur pengendalian internal terdiri atas 2 unsur, yaitu kebijakan dan prosedur. Dibuatnya kebijakan dan prosedur untuk memberikan tingkat jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Pengendalian internal hanya memberikan jaminan yang wajar bukan jaminan yang bersifat absolut, karena sebuah kesalahan dari manusia, adanya kolusi, dan penolakan dari manajemen atas bentuk pengendalian internal dari manajemen mempengaruhi kesempurnaan dari suatu proses.
PP No. 60 th 2008 pasal 3 menyebutkan ada lima unsu SPIP, antara lain sebagai berikut: 

1. Lingkungan pengendalian

Komponen pengendalian internal ini merupakan dasar dari komponen-komponen sistem pengendalian lain. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian menentukan iklim organisasi dan mempengaruhi kesadaran karyawan pada pengendalian. Faktor-faktor yang tercakup dalam lingkungan pengendalian adalah:

a) penegakan integritas dan nilai etika;

b) komitmen terhadap kompetensi;

c) kepemimpinan yang kondusif;

d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e)  pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan

h) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko
Penilaian risiko, merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan pemerintahan. Yang paling utama dari proses ini adalah mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan internal serta merumuskan tindakan yang perlu dilakukan.
3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa  suatu kegiatan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan pengendalian dikaitkan dengan penilaian risiko serta disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. 
4. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi wajib mengidentifikasi, mencatat, mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi mengacu atas pemberian pemahaman yang jelas mengenai semua kebijakan dan prosedur  terkait dengan pengendalian.
5. Pemantauan
Pemantauan merupakan komponen pengendalian internal yang melibatkan pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi yang terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit atau reviu lainnya. Pemantauan yang berkelanjutan diselenggarakan dalam bentuk pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.  Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Tindak lanjut atas reviu segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.
PEMBAHASAN
Penyelenggaraan Ujian Nasional 2013 Berdasarkan Hukum
Organisasi wajib memastikan bahwa aktivitas operasionalnya tidak melanggar hukum serta regulasi yang ada dari lembaga yang secara hukum memiliki kewenangan atas organisasi dan operasi organisasi. Hal ini merupakan faktor yang penting dalam proses pengendalian internal organisasi, pelanggaran terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan hukuman perdata atau pidana. 

UN diselenggarakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2) yang menyebutkan, “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.” Ketentuan evaluasi diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 direvisi pada PP No. 32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan bahwa evaluasi merupakan bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan  berupa kegiatan pengendalian, dan penetapan mutu pendidikan pada berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, serta jenis pendidikan.
PP No. 32 tahun 2013  pasal 63 ayat (1) c menyatakan bahwa pemerintah melakukan penilaian terhadap jenjang pendidikan dasar dan tingkat menengah, yang selanjutnya bentuk penilaian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Permendikbud No. 3 tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional menyebutkan bahwa Ujian Nasional (UN) merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
BSNP selaku penyelenggara UN dibentuk atas sebuah untuk melaksanakan standar nasional pendidikan dalam membantu Menteri. Pembentukan BSNP berdasarkan PP No. 32 tahun 2013 perubahan atas PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya bentuk dari BSNP lebih lanjut diatur dalam Permendikbud No. 96 tahun 2013, dimana BSNP memiliki kewenangan dalam tugasnya sebagai berikut:
1. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;

2. menyelenggarakan Ujian Nasional;

3. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;

4. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

5. menilai buku teks pelajaran;

6. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan; 

7. melaksanakan ketatausahaan BSNP.
Berdasarkan uraian diatas, maka penyelenggaraan UN  didasarkan hukum dan regulasi yang berlaku. UU telah mengamanatkan pemerintah untuk berperan melakukan evaluasi terhadap mutu pendidikan nasional. 
Pencapaian Pelaksanaan UN 2013 dari Penerapan SPI
UN tahun 2013 bisa dikatakan bermasalah dan banyak kekurangan. hal tersebut memberikan citra yang buruk akan kualitas pendidikan nasional. Banyaknya kritikan serta keluhan atas penyelaksanaan UN 2013 membuat BPK (Badan Pemerikasa Keuangan) selaku lembaga audit independen yang menilai kinerja di sektor pemerintahan, turun memeriksa penyelenggaran UN 2013. Berdasarkan tujuan pengendalian internal yang antara lain: (1) reliabilitas pelaporan keuangan; (2) efektivitas dan efisiensi, (3) kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang berlaku (bodnar dan hoopword, 2006:129). Berikut merupakan bagaimana tingkat pencapaian pelaksanaan UN 2013 yang ditinjau dari tercapainya tujuan sistem pengendalian internal:
1. Reliabilitas pelaporan keuangan 
Pencapaian atas tujuan yang pertama ini adalah bagaimana pencapaian pelaksanaan UN 2013 dari sisi kehandalan dan kewajaran laporan keuangan. Dari hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2013 (IHPS I Th 2013) oleh BPK menemukan bahwa:

a. Anggaran UN disusun secara tidak cermat, hanya berdasarkan pengalaman tahun lalu tanpa mendasarkan dokumen pendukung yang lengkap dan tanpa dasar perhitungan kebutuhan dana yang cukup, dan jumlah siswa yang tidak jelas. 

b. Adanya potensi duplikasi penggaran antara APBN dan APBD karena tidak ada pemisahan yang jelas komponen kegiatan dalam penyelenggaraan UN 2012/2013 mana yang dibiayai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Hal tersebut dikarenakan penyelenggara tingkat pusat yaitu BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), dan PPK (Pejabat Pembuat komitmen) tidak tidak mengatur secara tegas mengenai pemisahan komponen biaya yang ditanggun APBN dan APBD serta koordinasi anggaran yang kurang baik.
2. Efektifitas dan efisiensi 

Diukur dari tingkat efektifitas dan efisiensi, pelaksanaan UN juga masih belum optimal. BPK dalam pemeriksaannya menemukan sejumlah kasus ketidakefektifan. Diantaranya tugas instansi yang diperiksa belum dilaksanakan dengan baik termasuk target penerimaan yang belum tercapai, adanya keterlambatan atau hambatan pelaksanaan UN, dan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. BPK mengatakan salah satu penyebab hal tersebut dikarenakan organisasi penyelenggara tidak berjalan efektif.
3. Kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. 

Pelaksanaan dari segi kesesuaian dengan peraturan dan regulasi yang ada, BPK menemukan tindak penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan prosedur yang ada, beberapa penemuan tersebut antara lain:

a. Terkait pemenang tender kegiatan pengadaan dan pendistribusian UN 2013 yang diindikasikan menyimpang dan berpotensi merugikan negara.
b. Juga pada pelaksanaan distribusi naskah soal UN pada paket pekerjaan penggandaan dan distribusi bahan UN SMP/MTs, SMPLB, Paket B/Wusta Tahun Pelajaran 2012/2013 berpotensi merugikan keuangan negara dan berindikasi merugikan dari jaminan yang tidak dicairkan. 
Dari uraian diatas,  maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan UN 2013 lemah. Tidak terpenuhinya unsur-unsur tujuan pelaksanaan pengendalian internal menyebabkan pelaksanaan UN 2013 bermasalah dalam pencapaian tujuan utama organisasi. 
Perbedaan Pelaksanaan UN 2013 dengan UN 2014 dari Sudut Pandang SPI
Pemerintah akan tetap melaksanakan UN di tahun ajar 2013/2014 (UN 2014) sebagai alat pengukur prestasi belajar peserta didik, serta bentuk dari tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidkan nasional yang telah diamanatkan UU. Berbenah dari pelakasanaan sebelumya, pemerintah menyelenggarakan pelaksanaan UN dengan membentuk model penyelenggaraan UN yang lebih baik. Akan ada perbedaan penyelenggraan UN selanjutnya (UN tahun ajar 2013/2014) dari sisi bentuk atau susunan organisasi dan tugas beserta tanggung jawab tiap pelaksana dalam melaksanakan UN. Hal tersebut didasarkan pembaharuan Prosedur Operasi Standar (POS) yang ditetapkan oleh BSNP selaku penyelenggara UN. Berikut merupakan bebarapa perubahan dalam pelaksanaan UN 2014:
Struktur Organisasi Penyelenggaraan UN

Ada beberapa bentuk perubahan dalam susunan atau tingkatan dalam pelaksanaan UN 2013 dan UN 2014 yang dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut.
Tabel 2.1 Perbedaan Susunan Organisasi UN 2013 dan UN 2014
	ASPEK
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1. Susunan organisasi Ujian Nasional
	Terdiri dari 4 tingkatan penyelenggara UN, antara lain:

1. Tingkat Pusat.
2. Tingkat Provinsi.
3. Tingkat Kabupaten.
4. Tingkat Satuan Pendidikan.
	Terdiri dari 1 penyelenggara UN dan 4 tingkatan pelaksana, yaitu:

1. Penyelenggara UN.
2. Pelaksana Tingkat Pusat.
3. Pelaksana Tingkat Provinsi.
4. Pelaksana Tingkat Kabupaten.
5. Pelaksana Tingkat Satuan Pendidikan.


Sumber: diolah dari POS BSNP 2012/2013 dan POS BSNP 2013/2014
Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005. Pemerintah menyesuaikan kebijakan yang diambil atas kesesuaian perkembangan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, termasuk penyesuaian mengenai tugas dan kewenangan BSNP dalam peranannya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
Dengan begitu harapan bahwa BSNP dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang mandiri dan independen dapat berfungsi secara optimal dan mampu memberikan hasil yang lebih positif untuk memajukan mutu pendidikan nasional dapat terwujud.
Perbedaan Pelaksana UN pada Tingkat Pusat

Perubahan juga terjadi pada Pelakasana UN Tingkat Pusat. Perubahan terdapat pada segi kepemimpinan, serta tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan UN. Adanya pelimpahan tugas dan tanggung jawab pada Pelaksana UN tingkat bawah pada tugas tertentu merupakan upaya yang dilakukan agar pelaksanaan UN Tingkat Pusat berjalan efektif. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Perbedaan Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana UN Tingkat Pusat

	ASPEK
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1. BSNP (Badan Nasional Standar Pendidikan)
	BSNP termasuk unsur penyelenggara tingkat pusat.
	BSNP sebagai penyelenggara tunggal UN dan sebagai unsur pelaksana UN tingkat pusat.

	2. Kepemimpinan tingkat pusat
	-
	Dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris

	3. Tugas dan tanggung jawab tingkat pusat
	1. Menetapkan spesifikasi lelang mengenai pengadaan dan distribusi bahan UN.
2. Supervisi terkait proses pemindaian LJUN.
3. Melakukan pemantauan persiapan, pelaksanaan, selama. proses pemindaian LJUN

4. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan dan hasil UN kepada Mendikbud.
	1. Melakukan koordinasi dengan panitia regional untuk pelelangan penggandaan dan distribusi bahan UN.
2. Hanya memantau proses persiapan, pelaksanaan, dan proses pemindaian LJUN.
3. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan dan hasi UN kepada Mendikbud melalui BSNP.


Sumber: diolah dari POS BSNP 2012/2013 dan POS BSNP 2013/2014 

Dilihat dari tabel diatas terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan di tingkat pusat antara UN 2014 dan UN 2013. Salah satu perbedaan antara lain yaitu pada proses lelang pekerjaan penggandaan dan distribusi bahan ujian yang tidak lagi terpusat. Mengingat pada pelaksanaan UN sebelumnya yang bermasalah pada proses pelelangan kerja pengadaan dan distribusi bahan UN yang menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan UN 2013. Maka hal tersebut merupakan salah satu tindakan perbaikan yang diupayakan agar kegagalan pelaksanaan UN tidak terulang kembali. 

Perbedaan juga terlihat, dimana Pelaksana UN Tingkat Pusat tidak melakukan supervisi pada proses Pemindaian LJUN (Lembar Jawaban Ujian Nasional). Hal tersebut bisa dikatakan pemberiaan kepercayaan kepada Perguruan Tinggi sebagai pelaksana pemindaian LJUN untuk SMA/MA sederajat dan Dinas Pendidikan Provinsi dalam memindai LJUN SMP/Mts sederajat secara penuh untuk melaksanakan tugasnya tersebut.
Perbedaan Pelaksana pada Tingkat Provinsi

Pelaksanaan di tingkat provinsi juga terjadi perubahan. Perubahan terletak pada unsur-unsur pelaksana dan juga pelaksanaan UN SMA/MA dan SMP/Mts sederajat. Berikut merupakan beberapa tabel 2.3 terkait perubahan pelaksanaan di tingkat provinsi:
Tabel 2.3 Perbedaan Unsur Pelaksana UN Tingkat Provinsi

	ASPEK
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1. Unsur organisasi tingkat provinsi
	Unsur-unsur Penyelenggara UN tingkat provinsi antara lain:

1. Dinas Pendidikan Provinsi;

2. Kantor Wilayah; Kementrian Agama;

3. Perguruan Tinggi Negeri (PTN);

4. Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan keahlian.
	Status penyelenggara menjadi Pelaksana UN Tingkat Provinsi, dengan unsur:

1. Dinas Pendidikan Provinsi;

2. Kantor Wilayah Kementrian Agama;

3.  (PTN);

4. Lembaga penjamin Mutu pendidikan (LPMP);

5. Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan keahlian.


Sumber: diolah dari POS BSNP 2012/2013 dan POS BSNP 2013/2014 

Penambahan unsur LPMP sebagai Pelaksana UN Tingkat Provinsi dimaksudkan sebagai lembaga pelaksana juga pengawas pelaksanaan UN bersama Perguruan Tinggi. LPMP merupakan lembaga yang diatur pada Permendikbud No.37 tahun 2012, bahwa LPMP bertugas berdasarkan kebijakan Menteri untuk Penjaminan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal di Provinsi. 
Selain perbedaan unsur pelaksana, tugas dan tanggung jawab Pelaksana UN Tingkat Provinsi untuk melaksanakan UN SMA/MA dan SMP/Mts sederajat juga mengalami perubahan, berikut tabel 2.4 perbedaan dari pelaksanaan UN SMA/MA dan SMP/Mts sederajat:

Tabel 2.4 Perbedaan Pelaksanaan UN SMA/MA sederajat
	ASPEK
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1. Pelaksanaans UN SMA/MA sederajat
	1. Dinas Provinsi Pendidikan sebagai penyelanggara melakukan perencanaan bersama Perguruan Tinggi.
2. Melakukan pendataan dan menetapkan satuan pendidikan penyelenggara UN.
3. Sebagai penyedia kendaraan dan mengawal pendistribusian bahan UN dalam koordinasi PTN sampai titik aman terakhir di Kabupaten/Kota.
4. Menjaga keamanan penyelenggaraan UN bersama. Dewan PendidikanProvinsi dan Kepolisian

5. Pengawasan pelaksanaan UN dilakukan oleh Perguruan Tinggi berkoordinasi dengan Kepala Sekolah Satuan Pendidikan.
	1. Perencanaan pelaksanaan dilakukan oleh Pelaksana UN Tingkat Provinsi.
2. Pelaksana provinsi berkoordianasi dengan Pelaksana UN tingkat Kabupaten/ Kota untuk menetapkan satuan pendidikan yang berhak sebagai peserta UN.
3. Berkoordinasi dengan Panitia Regional dalam pelelangan penggandaan dan distribusi bahan UN.
4. Menjamin pendistribusian bahan UN ke Satuan Pendidikan Melalui Pelaksana Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan.
5. Melakukan koordinasi dengan Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan UN di satuan pendidikan.
6. Pengawasan pelaksanaan UN dilakukan Perguruan Tinggi bersama  LPMP serta melibatkan Dewan Pendidikan Provinsi dalam pemantauan pelaksanaan UN.


Sumber: diolah dari POS BSNP 2012/2013 dan POS BSNP 2013/2014 
Pada tabel 2.4 terlihat beberapa perbedaan pada pelaksanaan UN untuk SMA/MA sederajat. Di tahap perencanaan yang direncanakan melibatkan seluruh Pelaksana oleh UN Tingkat Provinsi. Juga yang dalam pengawasannya dilaksanakan Perguruan Tinggi bersama dengan LPMP dan wajib melibatkan Dewan Pendidikan Provinsi untuk memantau pelaksanaan UN. Keikutsertaan Pelaksana Tingkat Provinsi dalam proses pelelangan serta proses yang terkoordinasi dalam pelaksanaan distribusi bahan UN merupakan sebagai upaya untuk kesuksesan pelaksanaan UN di tingkat SMA/MA sederajat.
Tabel 2.5 Perbedaan Pelaksanaan UN SMP/Mts sederajat

	ASPEK
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	Pelaksanaan UN SMP/Mts sederajat
	1. Diselenggarakan dan direncanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi selaku penyelenggara UN Tingkat Provinsi

2. Menetapkan satuan pendidikan yang melaksanakan UN

3. Menyediakan kendaraan dan mengawal pendistribusian dibawah koordinator Perguruan tinggi untuk distribusi bahan UN ketitik simpan terakhir

4. Pengawasan oleh Perguruan Tinggi selaku Penyelenggara dan menjaga keamanan penyelenggaraan bersama Dewan Pendidikan Provinsi
	1. Dilaksanakan dan direncanakan oleh Pelaksana UN Tingkat Provinsi

2. Berkoordinasi dengan pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dalam menetapkan satuan pendidikan peserta UN

3. Berkoordinasi dengan Panitia Regional dalam pelelangan penggandaan dan distribusi bahan UN

4. Melakukan pengawasan penggandaan dan distribusi bahan UN bersama panitia regional, LPMP, dan Polri

5. Pengawasan dilakukan LPMP melibatkan Dewan Pendidkan Provinsi dalam pemantauan pelaksanaan


Sumber: diolah dari POS BSNP 2012/2013 dan POS BSNP 2013/2014 

Dari tabel diatas bahwa perbedaan ada pada pada tahap perencanaan untuk UN 2014 di tingkat Provinsi melibatkan seluruh unsur Pelaksana UN Tingkat Provinsi tidak seperti pelaksanaan tahun sebelumya, penetapan Satuan Pendidikan sebagai peserta UN yang lebih terkoordinir, ditambah lagi keterlibatan Pelaksana Tingkat Provinsi dalam lelang pekerjaan penggandaan dan distribusi bahan UN, serta perubahan bentuk pengawasan UN dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan UN dari tahun sebelumnya.
Perbedaan Pelaksanaan pada Tingkat Kabupaten/Kota
Di tingkat Kabupaten juga terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi unsur-unsur Pelaksana UN  dan tugas serta tangung jawab Tingkat Kabupaten/Kota. Berikut merupakan perbedaan yang disajikan dalam tabel 2.6.
Tabel 2.6 Perbedaan Pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota

	APSEK
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1. Unsur organisasi
	1. Dinas Pendidikan Kota/kabupaten.
2. Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota (bagian yang menangani pendidikan).
3. Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
	1. Dinas Pendidikan Kota/kabupaten.
2. Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota (bagian yang menangani pendidikan).

	2. Tugas dan tanggung jawab
	1. Melakukan pendataan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN dan menerima SK untuk diinformasikan kesatuan pendidikan.
2. Melakukan pendataan pengawas UN SMA dan SMP sederajat.
3. Berkoordinasi sebagai pengawas penggandaan bahan UN bersama Perguruan Tinggi.
4. Meneriman bahan UN dilakukan oleh Perguruan Tinggi.
	1. Menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan UN.
2. Menerima bahan UN dari percetakan melalui Pelaksana UN Tingkat Provinsi disaksikan pengawas pendistribusian.
3. Menyerahkan bahan UN ke Pelaksana Satuan Pendidikan.
4. Menetapkan pengawas ruang UN SMA dan SMP sederajat.


Sumber: diolah dari POS BSNP 2012/2013 dan POS BSNP 2013/2014 
Dari tabel 2.6 dapat dilihat beberapa perbedaan, untuk prosedur UN 2014 Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota.  Yang pertama penghapusan unsur  PTN sebagai pelaksana di tingkat Kabupaten, dimana tugas sebelumnya ditangani oleh perguruan tinggi dilimpahkan pada Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota. Juga penetapan Satuan pendidikan oleh Pelaksana Tingkat Kabupaten tanpa menunggu SK dari Pelaksana Tingkat Provinsi, merupakan salah satu usaha agar data jumlah peserta UN  dapat diketahui dengan jelas.
Perbedaan Pelaksana UN di Tingkat Satuan Pendidikan
Perbedaan Pelaksana di Tingkat Satuan Pendidikan tidak begitu banyak perubahan, sebagaimana yang telah diatur dalam POS UN.  Perubahan prosedur hanya terjadi pada bagaimana Pelaksana Tingkat Satuan yang berhak melaksanakan UN  tersebut ditetapkan. Berikut merupakan perbedaan penetapan Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan berdasar POS UN:
Tabel 2.7 Perbedaan Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan

	ASPEK
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	1. Penetapan Satuan Pendidikan yang berhak mengikuti UN
	Ditetapakan atas Penyelenggara Tingkat kabupaten atas unsur :

1. Perguruan tinggi bersama kepala sekolah/madrasah/pondok pesantren/Pusat Belajar Masyarakat dan satuan pendidikan lain yang tergabung pada UN SMA sederajat dan paket C

2. Kepalas sekolah/madrasah /pondok pesantren/ Pusat Belajar masyarakat dan satuan pendidikan lain yang tergabung pada UN SMP sederajat dan paket B
	1. Pelaksana UN Tingkat Satuan Pendidikan sekolah/Pusat Belajar Masyarakat/ Sanggar Kegiatan ditetapkan dengan keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atas unsur kepala sekolah dan pendidik/tutor pada sekolah yang bergabung.
2. Madrasah/Pondok pesantren ditetapkan keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota atas unsur kepala madarasah dan pendidik/tutor yang bergabung 


Sumber: diolah dari POS BSNP 2012/2013 dan POS BSNP 2013/2014 

Dari tabel 2.7 terlihat bahwa untuk pelaksanaan UN 2014 dari tingkat satuan pendidikan terdapat beberapa perubahan. Pertama, Perguruan Tinggi tidak lagi menjadi unsur dari Pelaksan Tingkat Satuan Pendidikan untuk satuan pendidikan yang tergabung pada UN SMA,  hal tersebut menjelaskan bahwa peran Perguruan Tinggi lebih difokuskan sebagai Pelaksana UN Tingkat Provinsi dan sebagai pengawas UN untuk SMA/MA sederajat. Kedua, dalam menetapkan madrasah/pondok pesantren sebagai satuan pendidikan yang berhak mengikuti UN, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kementrian Agama Kabupaten/Kota, hal tersebut menunjukan adanya proses untuk penetapan peserta UN yang lebih valid dari pelaksanaan sebelumnya.


Analisis Perbedaan
Dari beberapa tabel diatas yang memuat perubahan kebijakan dan prosedur baru mengenai penyelenggaraan UN. Dapat dilihat terjadi banyak perubahan. Hal ini menandakan adanya upaya untuk membentuk model penyelenggaraan yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Yang mana upaya tersebut secara garis besar ingin merubah bentuk penyelenggaraan yang tidak lagi terpusat. Upaya-upaya tersebut antara lain:

Pertama, memfokuskan lembaga penyelenggara dan pelaksana UN yang lebih efektif seperti: (1) merubah tugas dan wewenang BSNP untuk lebih efektif sebagai penyelenggara UN berdasarkan peraturan yang baru; (2) penghapusan unsur Perguruan Tinggi pada Pelaksana Tingkat Kabupaten dan di Tingkat Satuan Pendidikan agar lebih befokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana dan pengawas UN  di tingkat Provinsi; (3) serta adanya penambahan unsur LPMP pada Pelaksana UN Tingkat Provinsi sebagai pengawas pelaksanaan UN SMP sederajat dan UN SMA sederajat. Hal tersebut menunjukan upaya meminimalkan tumpang tindih tugas dan tanggung jawab sehingga organisasi dapat fokus dalam mengoptimalkan kinerjanya.
Kedua, perubahan pembagian susunan tugas dan tanggung jawab unsur-unsur pelaksana, dimana ada pendelegasian wewenang dari Pelaksana yang lebih tinggi tingkat Pelaksana dibawahnya seperti: (1) proses lelang pekerjaan penggandaan dan distribusi bahan UN dari Pelaksana Tingkat Pusat yang berkoordinasi dengan panitia regional, Pelaksana Tingkat Provinsi, dan Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota; (2) penetapan Satuan Pendidikan yang berhak mengikuti UN oleh Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota tanpa menunggu SK dari Pelaksana Tingkat Provinsi; (3) proses pemindaian LJUN oleh Perguruan Tinggi dan Dinas Pendidikan Provinsi tanpa adanya supervisi dari Pelaksana Tingkat Pusat. Dengan adanya pendelegasian wewenang maka diharapkan adanya keefektifan dalam proses kinerja penyelenggaraan UN. Dimana setiap point pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat karena arus pengambilan keputusan lebih pendek.
KESIMPULAN DAN SARAN
Penyelenggaraan UN di tahun ajar 2012/2013 (UN 2013)  ditinjau dari keberhasilan proses pencapaian pengendalian internal memang buruk. Namun, Pemerintah tetap akan melaksanakan UN sebagai bentuk tanggung jawab meningkatkan mutu pendidikan. Berbenah dari pelaksanaan sebelumnya terdapat upaya-upaya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, yakni merencanakan model pelaksanaan UN yang lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan. 
Proses penyelenggaraan UN dapat dikatakan sudah mengalami banyak perubahan kebijakan dan prosedur sebagai penyelenggaraan UN yang lebih berkualitas. Namun berkaitan dengan sistem UN yang tidak lagi terpusat karena adanya pelimpahan wewenang dari pelaksana Pusat pada tingkat Provinsi dan juga Tingkat Provinsi ke tingkat Kabupaten/Kota. Hal tersebut akan membuat pusat pertanggung jawaban akan semakin luas. Ditambah juga, setiap daerah memiliki kemampuan dan permasalahan yang berbeda-beda, maka potensi dalam penyelesaian masalah pun berbeda. Maka tindakan pengawasan akan lebih sulit dibanding sistem yang terpusat. Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Perlu diadakan kegiatan kontrol yang efektif. Dimana ada badan yang independen melakukan supervisi audit internal untuk menjamin  validitas informasi serta menetapkan proses pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan  terkait audit operasional pada pusat pertanggung jawaban atas tugas dan tanggung jawabnya.

2. Pihak penyelenggara untuk menilai kemungkinan-kemungkinan risiko yang mungkin terjadi serta merekomendasikan tindakan-tindakan yang diperlukan pada pelaksana agar terjadi keseragaman dalam penyelesaian masalah di tiap pusat pertanggung jawaban.
3. Memberikan sanksi secara tegas pada pelaksana yang terbukti menyalahi prosedur dan tanggung jawabnya.
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